
 

 

 

 
 

 

 
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA 

NOMOR 58 TAHUN 2023 
 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR  92 TAHUN 

2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI 
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 

PURWAKARTA TAHUN 2023 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PURWAKARTA, 
 

Menimbang  : a. bahwa dalam upaya mengoptimalkan kinerja, 

produktivitas kerja dengan penerapan asas 

keadilan, proporsionalitas, peningkatan 

kesejahteraan pegawai dan sebagai bentuk 

penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta 

perlu diberikan tambahan penghasilan pegawai;  

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Undang-

Undang  Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara dan Pasal 58 Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat 

memberikan tambahan penghasilan kepada 

Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan 

beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, 

kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau 

pertimbangan objektif lainnya, dengan 

memperhatikan kemampuan daerah dan 

memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundangan-undangan; 

 PROVINSI JAWA BARAT 

 

 

 

 

 

 



 

c. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 

900-4700 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri 

Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan 

Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 

Pemerintah Daerah, mengamanatkan Pemerintah 

Daerah menetapkan Pemberian Tambahan 

Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di 

Lingkungan Pemerintah Daerah dengan Peraturan 

Kepala Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud  pada  huruf  a,  huruf b, dan  huruf c,  

perlu 

 menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian 

Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil 

Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Purwakarta Tahun 2022; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara 

Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 

Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 



 

 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Pengganti Undang-undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6941); 

4. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601)  sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Pengganti Undang-

undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6941); 

5. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun  2022 Tentang  

Penghasilan Pejabat Administrasi Yang Terdampak 

Penataan Birokrasi  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 84); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 



 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 

tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil             

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6718); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 

2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan belanja Daerah Tahun 2023 ( 

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 972); 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 

tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;  

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 

tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan 

Kinerja Pegawai Negeri; 

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 

tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan 

Instansi Pemerintah; 

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 



 

 

tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi 

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi 

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1273); 

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 

tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam 

Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai 

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah 

Daerah 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta 

(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 

2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Kabupaten Purwakarta (Lembaran 

Daerah  Kabupaten  Purwakarta  Tahun 2021 

Nomor 1). 

18. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 92 tentang  

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai 

Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 ( Berita Daerah 

Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 92) 

19. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 54 Tahun 

2023 tentang  Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta         

( Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 

Nomor 54). 

 

  

 

 

 

 



 

MEMUTUSKAN: 

 

 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWAKARTA 
NOMOR  92 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN 
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL 
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
PURWAKARTA TAHUN 2023 
 

 
Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purwakarta 

Nomor 92 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan 

Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 diubah 

sebagai berikut Ketentuan BAB XVI Pasal 39 diubah, 

sehingga BAB XVI Pasal 39 berbunyi sebagai berikut : 

 

BAB XVI 

Pasal 39 

 

BESARAN TPP PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU 
HASIL PENYETARAAN JABATAN DAN DI LUAR HASIL 

PENYETARAAN JABATAN YANG PERNAH 
DITETAPKAN SEBAGAI KOORDINATOR DAN 

SUBKOORDINATOR 

 

Pada saat diberlakukannya Peraturan Bupati tentang 

Sistem Kerja Jabatan Fungsional hasil penyetaraan  

dan jabatan fungsional di luar hasil penyetaraan yang 

pernah ditetapkan sebagai Sub Koordinator dan 

Koordinator mendapatkan TPP sesuai dengan kelas 

jabatan struktural pada instansi tempat pejabat 

fungsional tertentu tersebut bertugas. 

 

PASAL II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 



 

 
 


